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Abstrak  : bahwa untuk malaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang memerintahkan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS 

serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang 

dilakukan Pemungutan Ulang;  

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang 

menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan  Komisi 

Pemilihan Umum Nomor  3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota  

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan  Komisi Pemilihan 

Umum Nomor  13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan  Komisi 

Pemilihan Umum Nomor  3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang   

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan 

Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jambi Tahun 2020; 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 10/Pp.04.2-

Kpt/1501/Kpu-Kab/V/2021 diatur tentang: 

Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjau Laut ,Panitia Pemilihan Kecamatan 

Danau Kerinci, Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kerman, Panitia Pemilihan Kecamatan 

Gunung Raya pada pemungutan suara ulang dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan 

penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan 

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 

5 Juli 2021 

 

CATATAN   :  -  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal  5 mei 2021  


